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Abstrak: Perkembangan industri kecantikan yang pesat mendorong peningkatan penjualan produk
skincare melalui media sosial. Namun, banyak produk yang dipasarkan tanpa izin edar, sehingga
berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan
skincare tanpa izin edar di media sosial berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan
teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan analisis peraturan perundang-
undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, praktik
penjualan skincare tanpa izin edar bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan karena dapat
membahayakan kesehatan konsumen. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, praktik tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang
melarang peredaran barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Dengan demikian,
diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta peningkatan kesadaran konsumen agar
lebih selektif dalam membeli produk skincare. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran produk ilegal di media
sosial.

Kata Kunci: Penjualan Skincare, Izin Edar, Media Sosial, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen.

Abstracts: The rapid development of the beauty industry had led to an increase in the sale of skincare
products through social media. However, many products were marketed without a distribution license,
which had the potential to harm consumers. This study aimed to analyze the practice of selling skincare
without a distribution permit on social media based on the perspective of Islamic Law and the
Consumer Protection Law. The research method used is an empirical legal approach with data
collection techniques through literature studies, interviews and analysis of related laws and
regulations. The results showed that in the perspective of Islamic Law, the practice of selling skincare
without a distribution permit is contrary to the principles of justice and benefit because it can endanger
consumer health. Meanwhile, in the perspective of the Consumer Protection Law, the practice violates
the provisions of Article 8 of Law Number 8 of 1999 which prohibits the circulation of goods that do
not meet safety and health standards. Thus, stricter supervision from the government is needed as well
as increased consumer awareness to be more selective in buying skincare products. This research was
expected to contribute to the development of more effective regulations in addressing the circulation of
illegal products on social media.
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1.

Pendahuluan

Produk skincare merupakan salah satu barang yang banyak dijual melalui media sosial. Saat ini
skincare telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari untuk menjaga
penampilan bagi setiap perempuan. Kebutuhan akan produk-produk skincare tersebut merupakan
peluang besar dalam sektor bisnis, terlebih lagi dengan adanya media sosial. Para pelaku usaha
dapat menjual dan mempromosikan produknya baik itu produk dalam negeri maupun produk yang
diimpor dari luar negeri tanpa terhalang batas wilayah.

Namun, setiap produk skincare, baik lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan
nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nomor pendaftaran ini
digunakan BPOM untuk mengawasi produk yang beredar di pasar, sehingga lebih mudah
menemukan siapa pelakunya jika terjadi masalah. Seringkali, oknum dalam industri skincare
melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Iklan dan promosi yang
gencar seringkali tidak rasional, menawarkan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan agar
membeli barang tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan barang tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumen seringkali tidak menyadari risiko yang
melekat pada produk yang tidak memiliki sertifikasi resmi. Produk yang tidak melalui uji klinis
dan tidak memiliki izin edar mungkin mengandung bahan berbahaya yang bisa menyebabkan
iritasi, alergi, atau bahkan kerusakan kulit yang serius. Oleh karena itu, penting untuk
meningkatkan kesadaran dan pengawasan terkait peredaran produk skincare agar risiko kesehatan
dapat diminimalisasi. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan telah menetapkan tiga orang
tersangka dalam kasus peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya.
Penetapan tersangka ini menyusul hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Makassar terhadap 67 item produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan
berbahaya dan tidak sesuai dengan ketentuan. Produk-produk yang terindikasi mengandung zat
berbahaya antara lain adalah FF Fenny Frans Day Cream Glowing, FF Fenny Frans Night Cream
Glowing, RG Raja Glow My Body Slim, Mira Hayati Lightening Skin, dan MH Cosmetic Night
Cream. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kosmetik
dan selalu memastikan produk yang digunakan telah terdaftar di BPOM.

Landasan Teori
a. Pengertian Jual Beli
Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay
yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata
syiraa yang termaktub dalam ayat,
"Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah." (Q.S. Yusuf [12]: 20).
"Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan merekayang menjual divinya dengan sihir." (Q.S.
Al Bagarah [2]: 102).
Baik penjual maupun pembeli dinamakan baa'i'un dan baylti'un, musytarin dan syaarin.
Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau
harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang
bernilai dengan semacamnya dengan carayangsah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aathaa’
(tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk
jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah,
karena termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.
b. Rukun dan Syarat Jual Beli
Rukun akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail teridiri dari
enam rukun, yaitu :
1) Aqidain (penjual dan pembeli).
2) Ma’qud alaih (mabi’ dan tsaman).
3) Shighah (ijab dan gabul).

!

Syarat Sah Jual beli Syarat dalam jual ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad
(shurut al-iniqad), syarat pelaksanaan jual beli (shurut al-nafadz), syarat sah (shurut al-sihhah),
syarat mengikat (shurut al-luzum).
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1) Syarat terpenuhinya akad (shurut al-iniqad) merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-
masing akad jual beli. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan akad ada dua
yaitu:

a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz.
b) Pihak yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak.
2) Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (shurut al-nafadz) ada dua yaitu :
a) Kepemilikan dan otoritasnya.
b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual.

3) Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam yaitu syarat umum dan khusus. Adapun

syarat umum yaitu :
a) Barang dan harganya diketahui (nyata).
b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat). Transaksi jual beli harus membawa
manfaat.
c) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, misal syarat yang menguntungkan
salah satu pihak.
c. Jual Beli Yang diharamkan

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam ada dua, yaitu :

1) Jual beli batil yaitu akad yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terlaksana dengan
sempurna.

2) Jual beli yang fasid merupakan akad yang terlaksana semua rukun dan syaratnya akan tetapi
dalam sifat akad nya terdapat masalah.

d. Pengertian Skincare

Skincare atau perawatan kulit menurut laman HealthGuide, adalah rangkaian produk
yang gunakan secara rutin untuk merawat atau melindungi kulit. Proses ini berperan penting
untuk membentengi diri dari patogen luar dan menjaga keseimbangan organ internal. Namun
karena orang memiliki masalah kulit yang berbeda, masuk akal jika rutinitas ini juga akan
berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana organ tubuh lain, kulit juga
memerlukan perlindungan, terutama dari kanker kulit.

e. Jenis dan Fungsi Skincare

Skincare terdiri dari bermacam jenis dengan fungsi yang berbeda-beda dalam melindungi
kulit dan menjaganya agar tetap sehat. Penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis dan
masalah kulit wajah yang Anda alami. Berikut ini adalah beberapa jenis skincare beserta
fungsinya :

1) Pembersih

Membersihkan wajah dari minyak, debu, dan kotoran menggunakan pembersih
wajah merupakan langkah pertama yang penting dalam rangkaian perawatan kulit. Dengan
wajah yang bersih, Produk perawatan kulit yang digunakan setelahnya juga dapat terserap
dengan lebih baik dan bekerja dengan lebih baik.

2) Toner

Toner merupakan produk skincare berbahan dasar air, alkohol, atau gliserin. Produk
kecantikan satu ini berfungsi untuk membersihkan sisa kotoran dan minyak di kulit,
menjaga keasaman (pH) kulit, sekaligus mempersiapkan kulit untuk tahapan skincare
selanjutnya.

3) Pelembab
Pelembap wajah yang mengandung berbagai bahan-bahan seperti caramide, stearid
acid, dan hyaluronic acid, yang dapat menambah dan mempertahankan kelembapan kulit

wajah. Produk perawatan kulit ini tersedia dalam bentuk krim, gel, salep, maupun losion.
4) Produk Whitening
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Serum dan krim pemutih biasanya mengandung bahan aktif atau kombinasi dari
beberapa bahan yang bisa mengurangi jumlah melanin di kulit sehingga warna kulit wajah
pun dapat kembali cerah dan bersinar.

5) Masker

Meski tidak wajib, masker wajah dapat digunakan sebagai pelengkap rangkaian
perawatan agar kulit Anda lebih sehat. Tergantung dari jenis masker dan bahan yang
terkandung di dalamnya, fungsi masker untuk kulit wajah dapat berbeda-beda, mulai dari
membersihkan, melembapkan, mencerahkan, hingga menenangkan kulit.

f.  Undang — Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam
perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi
kebutuhan hidup.

Adapun dalam konteks perlindungan konsumen tersebut, konsumen memiliki beberapa
hak yang harus terpenuhi berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen yaitu :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa.

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

g. Peraturan BPOM
Badan pengawas obat dan makanan selain mengawasi peredaran makanan dan obat
obatan juga terhadap pengawasan produk kosmetik, maka peran pengawasan BPOM
sebagaimana Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023
Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik :
1) Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

a) Fasilitas dan/atau
b) Kosmetik.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun
2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik :1

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara :
a) Rutin atau
b) Insidental.

3) Pemeriksaan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk
memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan fasilitas Pembuatan dan distribusi

1 RI BPOM, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan
Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik,” Bpom Ri (Jakarta, 2023).
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dalam melakukan kegiatan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Pemeriksaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
untuk menindaklanjuti :
a) Hasil Pengawasan; dan/atau
b) Informasi adanya indikasi pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun
2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik, Fasilitas Pemilik Nomor
Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas fasilitas :

1) Industri Kosmetik.

2) Importir dan

3) Usaha perseorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi di
wilayah Indonesia.

4) Pemeriksaan terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
a) Fasilitas Pemilik Nomor Notifikasi dan/atau
b) Fasilitas distribusi

3. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum
empiris yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dimasyarakat. Yang artinya,
penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum yang ditulis tetapi juga melihat praktik yang terjadi
di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah praktik penjualan skincare tanpa izin edar yang
banyak dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana
aktivitas tersebut terjadi di masyarakat dan mengkaji sesuai ketentuan figih muamalah serta
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan hukum empiris, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang maraknya peredaran skincare ilegal di
media sosial dan bagaimana aturan hukum Islam serta hukum positif Indonesia mengatur
permasalahan tersebut.

4. Hasil Dan Pembahasan
a. Praktik Penjualan Skincare Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial
praktik penjualan skincare tanpa izin edar pada media sosial berdasarkan observasi dan

wawancara dengan beberapa penjual dan konsumen yaitu :

1) Tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM atau lembaga berwenang lainnya.
Izin edar menjadi persyaratan utama bagi setiap kosmetik yang beredar secara legal, dengan
tujuan melindungi konsumen dari kemungkinan dampak buruk akibat kandungan bahan
yang tidak sesuai standar. Tanpa adanya izin tersebut, tidak ada kepastian bahwa produk
telah diuji secara klinis atau diproduksi sesuai regulasi yang berlaku. Akibatnya,
penggunaan skincare ilegal dapat meningkatkan risiko kesehatan, seperti iritasi, reaksi
alergi, hingga efek jangka panjang yang berbahaya akibat zat berbahaya yang tidak
terkontrol.Klaim berlebihan seperti hasil instan, pemutihan dalam hitungan hari, atau tanpa
efek samping, yang sering kali tidak didukung oleh uji klinis.

2) Harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk resmi, karena tidak melalui proses
registrasi, pajak, dan standar keamanan.
Produk skincare ilegal biasanya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk
resmi karena tidak melalui proses pendaftaran di BPOM atau lembaga berwenang lainnya.
Pelaku usaha tidak perlu membayar biaya registrasi, pajak, atau mengikuti standar
keamanan dalam produksi. Mereka sering menggunakan bahan baku yang lebih murah dan
belum teruji keamanannya. Meskipun harganya lebih terjangkau, produk ini bisa
mengandung zat berbahaya yang berisiko bagi kesehatan kulit dan tubuh.
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3) Kemasan tanpa informasi jelas, seperti tidak mencantumkan komposisi bahan, tanggal
kedaluwarsa, atau nama produsen.
Produk skincare ilegal biasanya tidak memiliki informasi yang jelas pada kemasannya.
Sering kali, tidak ada daftar bahan yang digunakan, sehingga konsumen tidak tahu apakah
produk tersebut mengandung zat berbahaya. Selain itu, tanggal kedaluwarsa bisa saja tidak
dicantumkan atau tidak valid, sehingga tidak ada jaminan keamanan saat digunakan.
Produk ini juga sering tidak mencantumkan nama produsen, sehingga asal-usulnya tidak
jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurangnya informasi ini membuat
konsumen lebih berisiko mengalami efek samping karena tidak bisa memastikan keamanan
produk sebelum menggunakannya.
b. Tinjauan Undang — Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap
Peredaran Skincare Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial

Untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian, lembaga berwenang seperti BPOM
memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran
kosmetik yang tidak memenuhi standar. BPOM bertugas melakukan penilaian dan pengujian
sebelum produk kosmetik beredar, mengadakan survei di lokasi penjualan kosmetik, serta
mengambil tindakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah pelaku usaha menjual produk
ilegal yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.
Selain itu, efektivitas pelaksanaan UUPK juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, seperti
melaporkan penjualan kosmetik ilegal, tidak mudah tergoda oleh harga murah, dan tidak tergiur
hasil instan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen yang mana di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai
hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha Pada Pasal 8 Peraturan
Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/ MENKES/PER/VIII/2010 Tentang izin produksi
kosmetik izin produk industri kosmetik diberikan persyaratan :

1) Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab.

2) Memiliki faselitas produk sesuai dengan produksi yang dibuat.
3) Memiliki fasilitas laboratorium.

4) Wajib menerapkan CPKBP.

Keputusan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.00.05.4.1745 Tentang kosmetik mengatur mengenai wadah kosmetik yaitu :
1) Wadah kosmetik harus dapat :
a) Melindungi isi terhadap pengaruh dari luar.
b) Menjamin mutu, keutuhan dan keaslian isinya.
2) Untuk melindungi wadah selama peredaran, wadah dapat diberi pembungkusan.
Pembungkusan harus terbuat dari bahan yang dapat melindungi wadah selama peredaran.
3) Wadah dan pembungkus harus diberikan penandaan yang berisi informasi yang lengkap,
objektif dan tidak menyesatkan. Pada etiket wadah dan/atau pembungkusan harus
dicantumkan informasi atau keterangan mengenai :
a) Nama produk.
b) Nama dan alamat produsen atau importir atau penyalur.
¢) Ukuran, isi atau berat bersih.
d) Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kode kosmetik Indonesia atau nomor
latur lainnya yang berlaku.
e) Nomor izin edar.
f) Nomor batch atau kode produksi.
g) Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunanya.
h) Ukuran, isi, atau berat bersih dicantumkan dengan”netto”.
i) Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan.
j) Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dana tau mutu.
Namun, faktanya adalah bahwa sebagian besar penjualan skincare yang didistribusikan di
media sosial tidak menampilkan informasi seperti nama dan alamat produsen, ukuran atau
berat bersih, komposisi, nomor izin edar, nomor kode produksi, dan instruksi penggunaan.
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C.

Karena produk tersebut dianggap ilegal dan mengandung bahan berbahaya, seharusnya
penjualan kosmetik tersebut telah dihentikan. Namun, hasil wawancara dengan beberapa
penjual mengungkapkan bahwa produk tersebut masih banyak diminati, bahkan oleh kalangan
remaja.

Dengan demikian jika diperhatikan dari tanggung jawab yang diatur pada pasal 19 ayat 1
UU perlindungan Konsumen, maka tanggung jawab dari pelaku usaha meliputi :

1) Tanggung jawab atas kerusakan.
2) Tangggung jawab atas pencemaran.
3) Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen.

Potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual di media sosial meliputi penjualan
produk yang tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan, di mana seharusnya
produk tersebut terdaftar di BPOM. Padahal, para pelaku usaha menyadari bahwa beberapa
produk yang mereka jual bersifat ilegal. Selain itu, mereka juga tidak mencantumkan informasi
secara jelas pada label, seperti sertifikasi halal, kandungan produk, tanggal kedaluwarsa,
jangka waktu penggunaan, atau petunjuk pemakaian. Bahkan, beberapa produk yang dijual
mengandung zat berbahaya. Dengan demikian, berbagai pelanggaran tersebut bertentangan
dengan ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang.

Tinjauan Figih MuamalahTerhadap Peredaran Skincare Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial

Praktik jual beli skincare tanpa izin edar pada media sosial dalam fikih muamalah dikenal
dengan istilah al-bai". Al-bai adalah jenis perjanjian yang mempertukarkan barang atau jasa
berdasarkan suka sama suka dan diperbolehkan oleh syariat. Tidak ada undang-undang yang
melarang transaksi jual beli. Perjanjian jual beli didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu
pihak bertanggung jawab untuk menyerahkan barang dan pihak lain bertanggung jawab untuk
membayar harga barang tersebut.2 Agar jual beli dianggap sah, terdapat beberapa rukun yang
perlu dipenuhi, di antaranya adalah : agidain, ma’qud alaih dan sighat (ijab qabul).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa rukun jual beli dari penjualan skincare
tanpa izin edar adalah sebagai berikut:

1) Agqidain
Yaitu adanya pihak pembeli dan penjual skincare tanpa izin edar. Para pihak yang terlibat
dalam akad (al-‘agidain) harus memenuhi persyaratan yang sama seperti dalam transaksi
jual beli pada umumnya, yaitu telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, dan
memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan (ikhtiyar).

2) Ma’qud Alaih ( objek yang diperjualbelikan)
Dari perspektif barang, dapat diketahui bahwa dalam ajaran Islam, khususnya dalam bidang
bisnis, menjual barang harus bersih dan tidak najis. Selain itu, orang yang menjual barang
harus memprioritaskan manfaat daripada kerugian, dan tidak menyembunyikan cacat atau
aib dalam produk tersebut saat menjualnya.

Pada pembahasan ini, diketahui bahwa produk yang dijual di salah satu toko SR Glow,
yang tersedia secara online dan offline, terdiri dari dua jenis : skincare dengan izin BPOM dan
skincare tanpa izin BPOM, yang dapat dianggap sebagai barang ilegal, sesuai dengan
penjelasan penjual.

1) Sighat (ijab gabul)

Ijab gabul dilaksanakan pada saat pembeli memesan produk skincare kepada penjual, lalu
penjual mempersiapkan dan mengirimkan produk yang diinginkan oleh pembeli. Transaksi
jual beli antara pelaku usaha skincare dan konsumen termasuk dalam kategori jual beli
pesanan, yang dalam Islam dikenal sebagai bai’ salam. Bai’ salam adalah akad dengan
ketentuan tertentu, di mana pembeli membayar terlebih dahulu, sedangkan barang
diserahkan di waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, transaksi ini
melibatkan pertukaran barang, produk, jasa, atau informasi yang dilakukan oleh kedua
belah pihak, serta menggunakan media online atau internet sebagai sarana utama dalam
proses akad bai’ salam.

2 Dina Novita Sari, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Kosmetik Tiruan Di Shopee, Maliyah :
Jurnal Hukum Bisnis Islam, vol. 9, 2022.
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Menurut Jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, adapun yang menjadi rukun jual beli
salam, terdiri atas :

1) Aqid, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbussalam, dan penjual atau al-muslam ilaih.

2) Ma“qud alaih, yaitu muslam fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ra*s
al-mal as-salam).

3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Pokok utama dalam akad salam adalah adanya kesepakatan antara dua pihak, yaitu
pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar dalam akad salam
dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pembayaran dilakukan secara penuh di awal : Pembeli menyepakati untuk membayar
harga barang atau jasa secara keseluruhan pada saat perjanjian dibuat sebelum
menerima barang atau jasa tersebut.

b) Pengiriman barang di waktu yang akan datang : Penjual bersedia menyerahkan barang
atau menyediakan jasa yang telah dibeli oleh pembeli sesuai dengan waktu yang telah
disepakati dalam perjanjian.

Dari penjelasan diatas dan analisis hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa praktik
jual beli tanpa izin edar di media sosial tetap memenuhi rukun yang sah. Namun, syarat
mengenai objek barang tidak terpenuhi karena penjual tidak memberikan informasi yang jujur
mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Akibatnya, transaksi tersebut dianggap fasad
karena menyebabkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pembeli. Kerugian ini terjadi karena
produk yang diterima pembeli bukanlah produk asli, melainkan tiruan dengan kualitas yang
berbeda dari produk yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Pada jual beli ini
hukumnya sah dan tidak membatalkan pada akad jual beli, akan tetapi dilarag dikarenakan
keterangan informasi pada produk belum jelas.

5. Kesimpulan

a.

Praktik penjualan skincare tanpa izin edar pada media sosial masih sama dengan transaksi
produk lain pada umumnya, akan tetapi pada jual beli skincare tanpa izin edar, penjual tidak
memberikan informasi secara jelas terkait produk yang akan dijualnya sehingga konsumen
tidak mengetahui apakah produk tersebut layak digunakan dengan standar keamanan yang
diberikan pemerintah atau tidak.

Menurut figih muamalah, praktik penjualan skincare tanpa izin edar pada media sosial termsuk
termasuk dalam kategori jual beli yang tidak memenuhi ketentuan sahnya transaksi. Dalam
Islam, syarat sah jual beli harus terpenuhi, salah satunya adalah kejelasan barang (al-ma’lum),
keamanan produk, dan bebas dari unsur yang membahayakan (gharar dan dharar). Skincare
yang tidak memiliki izin edar belum memiliki jaminan keamanan, sehingga berpotensi
merugikan konsumen.

Selain itu, tindakan menjual skincare tanpa izin edar juga mengandung unsur penipuan (tadlis)
apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas mengenai legalitas produknya.
Dalam figih muamalah, praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan,
serta membahayakan konsumen, termasuk dalam jual beli yang dilarang dan tidak dibenarkan.
Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan figih muamalah, praktik tersebut hukumnya haram
dilakukan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dalam
transaksi muamalah.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib menjual produk yang
aman, memiliki izin edar, dan menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen.
Penjualan skincare tanpa izin edar di media sosial melanggar Pasal 8 Nomor 8§ Tahun 1999
UUPK karena memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan
kesehatan. Atas pelanggaran tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa denda
maupun pidana.
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